
48 

 

Jurnal Prisma Hukum                                       Vol 8 No 11, November 2024 

 

KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PERSIDANGAN PERKARA 

PIDANA DI PENGADILAN NEGRI SAMUEL PANGIHUTAN*, 

LESSON SIHOTANG** 

 
Samuel Pangihutan1, Lesson Sihotang2 

  samuelhutabarat2604@gmail.com1, sihotangmarsoit78@gmail.co.id2 

Universitas HKBP Nommesen 

 
Abstrak: Penegakan hukum ialah bentuk usaha untuk menciptakan ketertipan dan keamanan didalam 

kehidupan Masyarakat baik dalam usa pencegahan mauupun pemberantarasan ataupun penindakan setelah 

terjadinya tindak pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di auatu negara 

yang menetukan perbuatan apa yang dapat di lakukan dan perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan. Dalam 

proses penegakan hukum diperlukan adanya bukti yang kuat untuk dapat diberikan kepada hakim dan hakim 

bisa meyakini bahwa terdakwa betul-betul melakukan sebuah tindak pidana dan kepadanya dapat dijatuhi 

hukuman sesuai dengan yang di dakwakan kepadanya, untuk memperkuat pembuktian baik dari pihak 

penasehat hukum ataupun dari pihak penuntut umum maka dihadirkan saksi ahli yangmemiliki keahlian 

keiluan dibidangnya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. 

Katakunci: Penegakan Hukum,Hukum Pidana, Pembutian 

 

Abstract: Law enforcement is a form of effort to create order and security in the life of the community, both in 

prevention efforts and eradication or action after a crime has occurred. Criminal law is part of the entire law 

in force in a country that determines what actions can be done and what actions cannot be done. In the 

process of law enforcement, strong evidence is needed to be given to the judge and the judge can believe that 

the defendant actually committed a crime and he can be sentenced according to what was charged to him, to 

strengthen the evidence both from the legal advisor and from the general discussion, expert witnesses are 

presented who have scientific expertise in their fields related to the crime. 
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PENDAHULUAN 

Pe.ne.gakan hukum me .rupakan salahsatu usaha untuk me.ncitakan ke.te.rtipan dan ke. amanan, di 

dalam ke.hidupan be.rmasyarakat baik di dalam usaha pe.nce.gahan maupun pe.mbe.rantasan maupun 

pe.nindakan se.te.lah te.rjadinya tindak pidana. Apabila undang undang yang me.njadi dasar hukum 

bagi ge.rak langkah se.rta tindakan dari pe.ne.gak hukum se.suai de.ngan tujuan dari palsafah ne.gara 

dan pandangan hidup bangsa, maka dalam Upaya pe.ne.gakan hukum akan le.bihme.ncapai sasaran. 

Hukum pidana alah bagian dari ke.se.luruhan hukum yang be.rlaku di suatu ne.gara yang 

me.nadakan dasar dasar dari suatu ne.gara yang me.ne.ntukan pe.rbuatan yang dapat dilakukan dan 

pe.rbuatan apa yang tidak dapat di lakukan ataupu yang dilarang, yang mana biasanya di se.rtau 

de.ngan sangsi ne.gatife. yang be.rupa pidana untuk pe.rbuatan yang di larang. Di dalam pe.laksanaan 

KUHP dije.laskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk me.ncari ke.be.ran atau 

se.tidaknya me.nde.kati ke.be.naran mate.ril, yaitu ke.be.ra yang se .le.ngkapanya dari pe.rbuatan pe.rkara. 

Didalam pe.rkara pidana pe.mbuktian me.rupakan hal yang me.mpunyai pe.ranan pe.nting di 

dlama me.njatuhkan suatu putusan te.rhadap pe.laku. Te.tapi dalalam praktiknya se.ring juga di jumpai 

masalah dalam te.rkait de.ngan hal pe.mbuktian, yaitu saksi-saksi korban atau pe.laku dlaam hal tidak 

mau me.mbe.rikan ke.te.rangan, pe.mbuktian di jadikan dasar atau pattokan bagi pe.nuntut umum untuk 

me.ngajukan tuntuan, pe.mbuktian di padang se.bagai suatu yang tidak me.mihak opje.ktif dan 

me.mbrikan informasi yang be.nar ke.pada hakim untuk me.mbe.rikan Ke.putusan yang se.adil adilnya. 

Pe.mbuktian me.me.gang pe.ran pe.nting dalam prose.s pe.me.riksaan sidang pe.radilan. Me.lalui 

pe.mbuktian dapat di te.ntukan bagaimana ke.lanjutan pe.rsidangan, kare.na de.ngan pe.mbuktian ini lah 

hakim dapat me.nge.tahui apakah te.rdakwa be .nar te.lah me.lakukan tindak pidana yang dite.ntukan 

pidananya akan di jatuhkan pada te.rdawa yang te.lah te.rbukti be.rsalah. 

Apabila pe.mbuktian dari alat alat bukti undang- undang tidak cukum , maka te.rdawa di 

be.baskan dari se.gala hukuman, dan jika se.baliknya te.rdakwa dapat di buktikan akan ke.salahannya, 

maka te.rdakwa dapat di nyatakan be.rsalah dan ke.padanya akan di jatuhkan hukuman. 

Hakikat pembutiktian pidana terlebih dalam hukum acara pidana sangat sangat pe.nting untuk 

me.e.ntukan dan me.nyatakan apakah se.se.orang be.rsalah me.lakukan tindak pidana. Pe.mbuktian 

dlaam prose.s pidana ke.tika polisi te.lah me.lakukan pe.nylidikan dan pe.nyididikan yang ke.mudian 

pihak pe.nyidik me.limpahkan ke.pada jaksa untuk me.lakukan pe.nuntutan yang di awali de.ngan 

pe.mbuatan surat dakwaan se.bagai dasar pe.me.riksaan pe.rkara di pe.ngadilan. Pada tahap pe.me.riksaan 

di pe.ngadilan, hakim akan me.nilai fakta dan bukti yang ada pada saat pe.rsidangan guna 

me.mbuktikan se.se.oran yang di dakwa te.lah me.lakukan tidan pidana, se.rta be.rpe.gang pada ke.yakinan 

haki, yang mana pada ahirnya hakim akan me.njatuhkan fonis ke.pada te.rdakwa. 

 

METODE PENELITIAN  

Dalam pe.ne.litian ini Me.tode. je.nis pe.ne.litian yang di gunakan yakni normatif yaitu pe.ne.litian hukum 

yang dilaksanakan me.nggunakan te.knik me.ne.liti bahan pustaka yang me.makai opje.k ke.pustakaan 

yang be.rupa tulisan ataupun buku buku , artike.l, se.rta majalah majalah yang be.rkaitan de.ngan 

pe.nulisan ini. Yangmana be.rtujian untuk me.ne.mukan suatu atruan hukum, maupun doktrin doktrin 

hukum guna me.njawap isu yang se.dang dihadapi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sistem pembuktian Dalam Perkara Pidana 

Ditinjau pada ke.te.ntuan pasal 183KUHAP dapat di pahami bahwa dua alah bukti yangsah 

se.bagaimana diatur pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak cukup bagi hakim untuk me.njatuhkan pidana 

bagi se.se.orang, akan te.tapi dari alat alat bukti yang sah te.rse.but hakim juga pe.rlu me.mpe.role.h 

ke.yakinan, bahwa suatu tindak pidana be.nar be.nar te.lah te.rjadi, dah bahwa te.rdakwa te.lah be.rsalah 
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me.lakukan tindak pidana te.rse.but.1 

Siste.m pe.mbuktian adalah pe.ngaturan te.ntang macam-macam alat bukti yang bole.h 

dipe.rgunakan pe.nguraian alat bukti dan bagaimana cara-cara alat bukti itu di pe.rgunakan dan de.ngan 

bagaimana cara hakim me.ne.ntukan ke.yakinannnya sumbe.r sumbe.r pe.mbuktian yakni 

1. Undang-Undang 

2. Doktrin atau ajaran 

3. Yurisprude.nsi 

Pe.mbuktian te.ntang be.nar tidaknya te.rdakwa me.lakukan pe.rbuatan yang didakwakan, 

me.rupakan bagian te.rpe.nting di acara pidana. Dan dalam hal ini hakasasi manusia di pe.rtaruhkan. 

Bagaimana akibatnya jika se.se.orang didakwakan te.rbukti me.lakukan pe.rbuatan yang didakwak 

dinyatakan te.rbukti me.lakukan pe.rbuatan yang di dakwakan be.rdasarkan alat bukti yang ada dise.rtai 

ke.yakinan hkim, padahal tidak be.nar. Untuk ini lah maka hukum acara pidana be.rtujuan untuk 

me.ncari ke.be.naran mate.ril, be.rbe.da de.ngan hukum pe.rdata yang cukup puas de.ngan ke.be.naran 

formal. Ne.gatie.f We.tte.lijk 

Pe.rke.mbangan hukum acara pidana me.nunjukkan bahwa ada be.be.rapa siste.m pe.mbuktian 

pe.rbuatan yang didakwakan. Siste.m atau pe.mbuktian ini be.rvariasi me.nurut waktu dan te.mpat. 

Simte.m yang di maksud te.rse.but yakni: 

1.Siste.m atau pe.mbuktian be.rdasarkan Undang-Undang se.cara positif (Positie.f We.tte.lijke. Be.wijs 

The.orie.)  

Te.ori ini dikatakan se.cara positif kare.na hanya didasarkan ke.pada Undang-Undang me.lulu 

artinya jika te.lah te.rbukti pe.rbuatan se.suai de.ngan alat bukti yang dise.but undang-undang, maka 

ke.yakinan hakim tidak di pe.rlukan sama se.kali siste.m ini dise.but de.ngan te.ori pe.mbuktian 

formal.(formale. be.wijsthe.orie.) 

Site.m inin me.nitik be.ratkan pada pada adanya bukti yang sah me.nurut undang undang 

me.skipun hakim tidak yakin akan ke.salahan te.rdakwa, namun apabila ada bukti yang sah me.nurut 

undang undang maka ia dapat me.njatuhkan hukuman ke.pada te.rdakwa. Jadi misalnya ada dua orang 

saksi yang te.lah di sumpah se.cara Istime.wa dan me.ngatakan ke.salahan te.rdakwa maka hakim me.skti 

me.njatuhkan hukuman ke.pada te.rdakwa me.skipun barangkali hakim be.rke.yakinan bahwa te.rdakwa 

tidak be.rdosa. Namun de.mikian se.baliknya apabila syarat dua saksi itu tidak di pe.nuhi maka hakim 

harus me.mbe.baskan te.rdakwa me.skipun hakim yakin bahwa te.rdakwa yang be.rsalah. 

2. Siste.m atau te.ori pe.mbuktian be.rdasar ke.yakinan hakim me.lulu. 

Siste.m atau te.ori ini te.rlalu be.sar me.mbe.ri ke.be.basan ke.pada hakim se.hingga sulit untuk 

diawasi. Se.hingga de.ngan adanya hal de.mikian te.rdakwa atau pe.nase.hat hukumnya sulit untuk 

me.lakukan pe.mbe.laan. Me.nurut siste.m ini dianggap cukuplah bahwa hakim me.ndasarkan 

te.rbuktinya suatu ke.adaan atas ke.yakinan be.laka de.ngan tidak te.rkait ole.h suatu pe.raturan.  

Me.nurut site.m ini, dianggap bahwa cukuplah hakim me.ndasarkan te.rbuktinya atas ke.adaan 

be.laka de.ngan tidak te.riakt ole.h satu pe.raturan. Dalam siste.m ini hakim dapat me.nurut pe.rasaan 

be.laka dalam me.ne.tukan apa suatu ke.adaan harus dianggap te.lah te.rbukti. 

3. Siste.m atau te.ori pe.mbuktian be.rdasar ke.yakinan hakim yang logis. (La Conviction Rais onne.e.) 

Me.nurut te.ori ini hakim dapat me.mutuskan se.se.orang be.rsalah be.rdasar ke.yakinan, ke.yakinan 

yangmana didasarrkan ke.pada dasar dasar pe.mbuktian dise.rtai suatu Ke.simpulan yang be.rlandaskan 

ke.pada aturan aturan pe.mbuktian te.rte.nu. Siste.m atau te.ori pe.mbuktian ini dise.but juga pe.mbuktian 

be.bas kare.na hakim be.bbas untuk me.nye.but alasan-alasan ke.yakinan. Ole.h kare.na siste.m ini 

me.be.rika ke.be.basan te.rlalu be.sar se.hingga sulit diawasi. Disampingg itu, te.rdakwa maupun 

pe.nase.hat hukumnya sulit me.lakukan pe.mbe.laan. Dalam hal ini hakim dapat me.midana te.rdakwa 

 
1 Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." Jurnal Yuridis Unaja 1.2 

(2018): 19-33. 
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kare.na yakin aka napa yang di dakwakan. 

4. Te.ori pe.mbuktian be.rdasarkan pe.rundang undangan se.cara ne.gatife.. (Ne.gatie.f We.tte.lijk)  

HIR, maupun KUHAP. Baik yang lama maupun baru se.muanya me.nganut siste.m atau 

pe.mbuktian be.rdasar undang undang se.cara ne.gatife. (Ne.gatie.f We.tte.lijk) hal te.rse.but dapat 

disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, dahulu pasal 294 Hir. 

Siste.m pe.mbuktian be.rdasar undang-undang se.cara nrgatifse.baiknya dipe.rtahankan be.rdasar 

dua alasan. Pe.rtama me.mang sudah se.layaknya harus ada ke.yakinan hakim te.ntang ke.salahan 

te.rdakwa untuk dapat me.njatuhkan suatu hukuman pidana. Jangan lah hakim me.midana orang akan 

te.tapi hakim tidak yakin akan ke.salahan orang te.rse.but. Yang ke.dua adlaah be.rfae.dah jika ada aturan 

hakim yang me.ngikat dalam Me.nyusun ke.yakinannya supaya ada patokan yang harus di turut ole.h 

hakim dalam me.mngambil putusanya. 

Jadi untuk dapat me.njatuhkan pidana ke.pada se.orang te.rdakwa te.lah dapat di buktikan de.ngan 

se.kurang kurangnya dua alatbukti yangsah se.hingga minimum pe.mbuktian yang dianggap cukup 

me.mbuktikan te.rdakwa dianggap salah minimum de.ngan dua alatbukti supaya hakim dapat 

me.njatuhkan pidana harus de.ngan se.kurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim 

me.mpe.role.h ke.yakinan bahwa suatu tindak pidana be.nar be.nar te.rjadi dan bahwa te.rdakwalah yang 

be.rsalah me.lakukannya.  

B. Kedudukan Saksi Ahli Dalam Perkara Pidana Dipengadilan negri 

Kata pe.mbuktian be.rasal dari kata bukti yang me.rupakan te.rje.mahan dari Bahasa Be.landa 

‘bwijs’ yang mana be.rarti se.usatu yang me.nyatakan ke.be.naran atas suatu ke.jadian atau pe.ristiwa, 

namun dalam kamus hukum ‘bwijis’ diartikan bahwa se.bagai suatu yang me.mpe.rlihatkan ke.be.naran 

dan atau fakta te.rte.ntu atau tindakan ke.be.naran fakta lain ole.h parapihak dalam pe.rkara pe.ngadilan 

ynag be.rguna untuk me.mbe.ri bahan ke.pada hakim dalam me.mutus pe.rkara. 

Me.nurut J.C.T. Simorangkir pe.mbuktian yaitu usaha dari yang be.rwe.nang untuk 

me.nge.mukakan ke.pada hakim se.banyak mungkin hal-hal yang be.rke.naan de.ngan satu pe.rkara yang 

be.rtujuan supaya dapat di pakai ole.h hakim se.bagai bahan untuk me.mbe.rikan Ke.putusan dalam 

pe.rkara yang di dakwakan ke.pada se.se.orang te.rdakwa.  

Dalam upaya pe.mbuktian itu be.rbagaimacam cara di gunakan ole.h yang be.rwe.nang baik itu 

pe.nase.hat hukum maupun dari jaksa pe.nuntut umum, ke.te.rangan ahli me.rupakan salah satu upaya 

yang sangat se.ring digunakan ole.h para pihak yang be.rpe.rkara di pe.ngadilan. Ke.te.rangan ahli 

me.rupakan suatu ke.majuan dalam pe.rkara di pe.rsidangan, kare.na pe.mbuat Undang- Undang 

me.nyadari bahwa pe.ntingnya kolaborasi ilmu pe.nge.tahuan dan te.hnologi, se.hingga ke.te.rangan ahli 

sangat me.me.gang pe.ran dalam pe.ngadilan. 

Pe.ndapat ahli adalah informasi dari se.se.orang yang de.ngan ke.ahliannya khusus. Me.tode. 

ke.jahatan te.lah be.rke.mbang se.cara signifikan se.lama be.rtahun tahun, be.gitu pula kualitas bukti yang 

dibutuhkan unutuk me.mbangun se.buah kasus hal ini me.nye.babkan pe.rlunya ke.se.imbangan antara 

pe.nggunaan me.tode. pe.mbuktian yang be.rkualitas, yang me.mbutuhkan pe.nge.tahuan ke.te.rampilan, 

dan ke.ahlian, de.ngan me.tode. yang le.bih mudah di akse.s ole.h Masyarakat. 

Dimana ahli me.nurut KUHAP alah: ke.te.rangan ke.te.rangan yang dapat dari se.se.orang yang 

mana orang te.rse.but me.miliki ke.ahlian khusus te.ntang hal yang di be.rikan unutk me.mbuat te.rang 

suatu pe.rkara pidana guna ke.pe.ntingan pe.me.riksaan. Ke.te.rangan ahli ini dinyatakan se.bagai alat 

bukti yang sah jikan dinyatakan dide.pan pe.rsidangan dan di bawah sumpah.2 

Ke.te.rangan ahli ini urge.nsinya te.rihat je.las pada tindak pidana yang me.nyangkut ke.jahatan 

te.ntang nyawa dan tubuh. Me.nurut pasal 133 ayat (1) de.ngan se.ndirinya pe.nyidik harus me.minta 

pe.ndapat ahli ke.dokte.ran ke.hakiman atau dokte.r se.rta ahli lainnya yang me.nyangkut tindak pidana 

te.rhadap nyawa dan tubuh. 

 
2 Arini, Khafifah Nuzia, and Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana." Syariati: 

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 7.2 (2021): 245-256. 
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 Dalam pe.me.cahan tindak pidana kriminal para ahli di bidang ilmu fore.nsic diantaranya  

1. Ilmu ke.dokte.ran fore.nsick 

2. Ilmu kimia fore.nsik 

3. Ilmu racun fore.nsik 

4. Ilmu fisika fore.nsik 

5. Pisikiatri/ne.urologi fore.nsik 

Dalam pe.langgaran hakcipta juga dapat di minta bantuan se.orang ahli untuk me.nje.laskan hal 

hal te.rkait de.ngan pe.langgaran te.rse.but. Ahli ynag bisa di te.tapkan se.bgai ahli yang me.nguasai 

bidang ini adalah de.nwan hak cipta atau pe.jabat yang ditunjuk ole.hnya, jadi ke.te.rangan ahli tidak 

se.lamanya di be.rikan ole.h ahli ahli bidang fore.nsik, akan te.tapi juga ahli apapun yang dapat me.mbe.ri 

pe.nje.lasan me.nge.nai hal hal te.rkait de.ngan bidang pe.rkara yang se.dang di pe.riksa se.suai de.ngan 

bidangnya. 3 

Ke.saksian ahli me.miliki chiri khas yaitu adanya saksi yang dapat di ide.ntifikasi. Pada e.ra HIR 

ke.te.rangan ahli tidak dianggap se.bagai bukti dalam pe.nyidikan tindak pidana. HIR tidak 

me.nganggap ke.te.rangan alatbukti se.bagai ke.te.rangan yang sah, namun dapat di anggap se.bagai 

pe.ndapat ahli untuk dijadikan hakim dalam pe.ndapatnya se.ndiri jika hakim dapat me.ngagap 

pe.ndapat ahli te.rse.but dapat di te.rima ole.hnya. Me.skipun pe.ndapat itu be.rada di urutan ke.dua se.te.lah 

ke.saksian. Disatu sisi be.rfungsi se.bagai pe.ndapat ahli, disisi lain dapat be.rfungsi se.bagai alat bukti 

surat. 

 

KESIMPULAN  

Dalam prose.s pe .rsidangan pe.rkara pidana pe .mbuktian adalah hal yang wajip dlilakukan kare.na 

hakim dapat me.ne.ntukan bahwa se .se.orang be.rsalah atau dikatakan se .bagai te .rdakwa itu be.rdasarkan 

pe.mbutian yang didapatkan ole .h pe.nyidik, dan alam prose.s pe.ngambilan Ke .putusan ole.h hakim alat 

bukti yang harus dise .rtakan minimal dua alat bukti, siste.m pe.mbuktian dalam pe .rkara pidana di 

indone.sia adalah be.rdasarkan undang-undang, yangmana pe .mbuktian harus didasarkan pada undang-

undang (pasal 183 KUHAP) yakni de .ngan se.kurang kurangnya dua alatbukti yang sah hakim 

me.miliki ke.yakinan bahwa suatu tindak pidana be .nar be.nar te.rjadi dan te .rdakwalah yang be.nar be.nar 

me.lakukannya, dan se.bagai bukti tambahan ke .te.rangan ahli dise .butkan se.bagai bukti tambahan yang 

sah. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Rozi, Fachrul. "Siste.m Pe.mbuktian Dalam Prose.s Pe.rsidangan Pada Pe.rkara Tindak Pidana." Jurnal Yuridis 

Unaja 1.2 (2018): 19-33.  

Hulu, Se.ve.rius, e.t al. "Pe.ne.rapan Siste.m Pe.mbuktian Te.rbalik Dalam Tindak Pidana Pe.ncucian Uang." Jurnal 

Darma Agung 27.1 (2019): 822-833. 

Hulu, Se.ve.rius, e.t al. "Pe.ne.rapan Siste.m Pe.mbuktian Te.rbalik Dalam Tindak Pidana Pe.ncucian Uang." Jurnal 

Darma Agung 27.1 (2019): 822-833. 

Arini, Khafifah Nuzia, and He.rman Sujarwo. "Ke.dudukan Saksi Ahli dalam Pe.rsidangan Pe.rkara 

Pidana." Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 7.2 (2021): 245-256. 

Nade.ak, Le.onardo Hasiholan. "Ke.dudukan saksi ahli dalam pe.mbuktian tindak pidana pe.mbunuhan me.nurut 

pasal 184 KUHAP." Le.x Privatum 5.4 (2017). 

Aryatmaja, I. Kade.k, I. Nyoman Ge.de. Sugiartha, and I. Made. Minggu Widyantara. "Ke.dudukan Ke.te.rangan 

Ahli Se.bagai Alat Bukti Dalam Pe.nye.le.saian Pe.rkara Tindak Pidana Korupsi di Pe.ngadilan 

Tipikor." Jurnal Inte.rpre.tasi Hukum 4.1 (2023): 14-19. 

 
3 Nadeak, Leonardo Hasiholan. "Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut pasal 184 

KUHAP." Lex Privatum 5.4 (2017). 



53 

Pangihutan & Sihotang. Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negri Samuel 

Pangihutan*Lesson Sihotang**. 

 

 

Suryawandika, I. Kade. Dwi. "Ke.dudukan Ahli dalam Ge.lar Pe.rkara Khusus tahap Pe.nyidikan Be.rdasarkan 

Pe.rkap 6 Tahun 2019 te.ntang Pe.nyidikan Tindak Pidana." Banua Law Re.vie.w 3.2 (2021): 116-133. 

Purba, Onan, and Rume.lda Silalahi. "Pe.ran Ilmu Ke.dote.ran Fore.nsik Dalam Pe.mbuktian Tindak Pidana 

Pe.nganiayaan." Jurnal Re.te.ntum 2.2 (2020). 

Fathullah, Rafli Ilham. Ke.dudukan Hukum Ke.te.rangan Ahli Dalam Pe.mbuktian Pe.rkara Pidana Di 

Pe.ngadilan. Diss. Unive.rsitas Islam Sultan Agung, 2022. 

 


